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Bidang Pengelolaan Kearsipan membawahi :
1. Subbidang Arsip Dinamis 
Subbidang Arsip Dinamis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi arsip dinamis. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Arsip Dinamis  mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi arsip dinamis serta

2. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan arsip dinamis.

2. Subbidang Arsip Statis
Subbidang Arsip Statis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi arsip statis.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Arsip Statis mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi arsip statis serta

2. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan arsip statis.

Rincian tugas Subbidang Arsip Statis antara lain :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Arsip Statis ;

2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis yang meliputi pengolahan dan penataan arsip statis, penyusunan daftar arsip statis, inventaris arsip dan penerbitan naskah sumber ;

3. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, penataan dan pengamanan arsip statis ;

4. Melaksanakan inventarisasi arsip statis, teknis pengelolaan arsip statis yang meliputi pengolahan dan penataan arsip statis, penyusunan senarai dan inventaris, penyusnan dan penerbitan naskah sumber, penilaian, penyimpanan dan pencarian arsip ;

5. Melaksanakan penyusunan daftar arsip statis, inventaris arsip dan naskah sumber ;

6. Melaksanakan penyusunan tata letak ruang arsip statis ;

7. Melaksanakan penyimpanan dan menata arsip statis sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku (International Standard of Archival Description- General / SAD-G) ;

8. Melaksanakan pencarian arsip dalam rangka mendukung penyediaan layanan kearsipan ;

9. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Arsip Statis ;

10. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;

11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

3.1 Gambaran Umum Penyusutan Arsip Statis di Badan Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat
Mengelola arsip tidak semata-mata memperlakukannya dari sudut teknis pengelolaan media rekamnya belaka, melainkan dari sisi peranan arsip sebagai sumber informasi.  Dari sudut pandang ini maka nilai arsip akan mulai tampak berdaya guna, oleh karena diperlukan sebagai informasi.
Di dunia yang semakin kompleks ini, kegiatan apapun tidak lagi mengandalkan ingatan pelaksana atau pelakunya. Apa yang harus dilakukan adalah mengelola informasi melalui pengelolaan arsipnya. Benar kata pepatah bahwa memory can fail, but what is recorded will remain (Arsip dan Sejarah, Jakarta: ANRI, 1980), hal. 12.
 Arsip sebagai sumber informasi. Arsip akan terus tumbuh seiring berjalannya suatu organisasi atau Instansi Pemerintah, maka dari itu diperlukan penyusutan arsip. 

Menurut The Society of Americant Archivist Committee on Terminology, penilaian arsip adalah proses penentuan nilai sekaligus penyusutan arsip yang didasarkan pada fungsi administratif, hukum, dan keuangan; nilai evidensial dan informasional atau penelitian penataannya; dan kaitan arsip dengan arsip lainnya (Brichford, 1977:1).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip melalui:

1. Memindahkan arsip inaktif dr Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam lingkungan intern organisasi;

2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yg berlaku dan

3. Menyerahkan arsip statis dari Unit Kearsipan ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau Badan Arsip Daerah.

Dalam penyusutan arsip yang terpenting adanya jadwal 
retensi arsip yaitu suatu daftar yang memuat kebijaksanaan 
seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Daftar retensi tersebut menunjukkan : 

1. Lamanya masing-masing arsip disimpan pada file aktif (di 
satuan kerja) sebelum dipindahkan ke Pusat Penyimpanan 
Arsip (file inaktif).

2. Jangka waktu lamanya penyimpanan masing-masing kelompok 
arsip sebelum dimusnahkan ataupun dipindahkan ke ANRI. 

Tujuan dari daftar retensi arsip menurut Basir Barthos yaitu: 

1. Penyisihan arsip-arsip dengan tepat bagi arsip-arsip yang tidak 
memiliki jangka waktu simpan lama. 

2. Penyimpanan sementara arsip-arsip yang tidak diperlukan lagi 
bagi kepentingan administrasi. 

3. Pemeliharaan arsip-arsip yang bernilai permanen. 

Selain itu dalam penyusutan arsip terdapat adanya 
pemindahan arsip dari unit pengolah ke pusat penyimpanan arsip 
adalah dengan cara menyiangi (weeding) arsip yang telah habis 
jangka waktu penyimpanannya dan sudah tidak dipergunakan lagi. 

( Sularso Mulyono, dkk. 1985 :59 ).

Dengan cara ini akan diperoleh : 

1. Arsip yang harus dipindahkan ke pusat penyimpanan. 

2. Arsip yang akan dimusnahkan. 

Pemindahan arsip ke pusat penyimpanan arsip tidak 
dilakukan lembar demi lembar, tetapi dilakukan perberkas. Tidak 
semua arsip yang berada di pusat penyimpanan setelah habis 
jangka waktu penyimpanannya mesti dipindahkan ke arsip 
nasional, demikian pula tidak semua arsip yang habis jangka waktu 
penyimpanan mesti dimusnahkan.

3.2.1 Azas – azas Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip menganut azas sentralisasi dalam kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan. Melalui azas tersebut dimungkinkan adanya penyusutan arsip yang dilakukan di Pusat atau Depo Arsip Provinsi dan Instansi – instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Adapun kerugian azas sentralisasi adalah :

1. Dapat menimbulkan keterlambatan didalam pemenuhan kebutuhan arsip untuk masing-masing unit lainnya, menginat pada waktu bersamaan beberapa unit kemungkinan meminta arsip. 

2. Petugas arsip yang kurang tampil dan kurang memahami masalah yang ada di unit lain, mengakibatkan penyusunan arsip mungkin tidak atau sistematis.

3.  Terpisahnya letak gedung atau kantor dirasakan sebagai hambatan jarak yang berjauhan.

Dan kerugian azas desentralisasi adalah Pengawasan agak sulit dilakukan, dan lebih banyak menggunakan biaya, tenaga dan alat. 

Sedangkan keuntungan azas sentralisasi sebagai berikut:

1. Memudahkan pengawasan pengelolaan arsip bagi organisasi secara menyeluruh. 

2. Dapat memperoleh gambaran tentang jenis-jenis arsip yang dimiliki secara keseluruhan.

3. Memudahkan perawatan dan penyusutan arsip. 

Keuntungan azas desentralisasi adalah Arsip yang dibutuhkan akan lebih mudah dan lebih cepat diperoleh, karena prosedur tidak sulit. 

Kedudukan Pemerintah Daerah dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, secara keseluruhan mewarnai kebijakan penyusutan arsip yang senantiasa harus terkoordinasi dan terpadu dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 

Koordinasi, konsultasi dan permohonan persetujuan penyusutan arsip – arsip tertentu baik berupa arsip statis kepada Departemen Dalam Negeri, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Departemen lain yang terkait, merupakan suatu tahapan proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyusutan arsip secara keseluruhan.

3.2.2 Prosedur Penyusutan Arsip Statis

Prosedur dan teknik penyusutan arsip secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Nilai Guna Arsip (Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor SE/01/1981 Tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralian Peraturan Pemerintah Tentang Penyusutan Arsip).

1. Prosedur Penyusutan Arsip Berdasarkan JRA

Prosedur dan teknik penyusutan arsip berdasarkan JRA merupakan salah satu unsur dari pengelolaan arsip. Prosedur tersebut perlu disusun untuk mengetahui bagaimana JRA digunakan dan bagaimana tahap – tahap serta teknik pelaksanaannya. 

Di dalam prosedur penyusutan berdasarkan JRA baik yang berupa pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan tertuang ketentuan umum antara lain :

(1) Pelaksanaan penyusutan dilaksanakan setelah retensi arsip berakhir,

(2) Penyusutan dilaksanakan maksimal 30 hari setelah retensi berakhir, 

(3) Pemusnahan arsip harus dilakukan secara total baik fisik maupun informasinya, dan

(4) Penyusutan dalam bentuk apapun harus dibuatkan daftar arsipnya. 

2. Prosedur Penyusutan Arsip Sebelum Memiliki JRA

Teknik penyusutan arsip ini dilakukan disamping instansi penyelenggara arsip belum memiliki JRA dan tidak mempunyai program penyusutan arsip secara periodik, juga karena kondisi arsip di instansi tersebut tidak teratur. Untuk itu diperlukan teknik – teknik penanganan arsip sedemikian rupa sehingga kegiatan penyusutan dapat dilakukan seoptimal mungkin. Teknik ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

(1) Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan awal, dapat berupa proposal maupun rencana kerja yang didalamnya memuat usulan tentang perlunya diadakan pembenahan. Rencana kerja ini harus didasarkan pada data yang tepat dan akurat. Sebelum menyusun perencanaan, perlu dilaksanakan survey arsip untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, tahun dan lain – lain yang menyangkut dengan data untuk pembenahan arsip.

Perencanaan ini diajukan ke pimpinan untuk memperoleh persetujuan, sehingga dapat diperoleh anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan.

(2) Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap sejarah organisasi pencipta arsip dan sejarah sistem penataan yang ada. Sehingga penataan arsip akan dapat dilaksanakan berdasarkan asas provenance dan asas original order. asas provenance terkait dengan pencipta arsip.

Suatu organisasi yang sudah berumur 10 tahun mungkin telah berubah tiga kali keorganisasiannya. Maka penataan arsip harus dikelompokan atas tiga periode itu. Tidak dibenarkan arsip organisasi yang satu dengan dicampur dengan arsip dari organisasi lainnya. Tidak benar pula penataan arsip dari periode A dicampur dengan arsip dari periode B. 

Asas original order terkait dengan sistem penataan asli. Jika pada suatu periode arsip diatur dengan sistem takah, maka penataannya harus dikembalikan ke takah. Jika dengan sistem geografis juga harus dikembalikan ke sistem geografis.

(3) Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah kegiatan mengembalikan penataan arsip sesuai dengan aslinya. Rekonstruksi dilaksanakan untuk mengatur susunan arsip dalam setiap file, susunan file dalam setiap series dan pengaturan series arsip yang satu dengan dengan series arsip yang lain.

(4) Pendeskripsian

Pendeskripsian merupakan kegiatan perekaman informasi setiap series arsip. Pendeskripsian ini memuat lima hal yaitu informasi series, tahun series, tingkat keaslian, bentuk redaksi, dan kondisi fisik.

(5) Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip Sementara

Pembuatan DPA berdasarkan kartu - kartu deskripsi yang kemudian dikelompokkan berdasarkan sistem penataan aslinya. Contohnya sistem penataannya subjek, maka perlu dibuat semacam skema atau apabila masih dapat dikenali pola klasifikasi subjek. Skema atau pola ini dijadikan dasar pengelompokan kartu deskripsi yang kemudian dituangkan dalam bentuk daftar.

(6) Seleksi dan Penilaian

Setelah DPAS tersusun, maka selanjutnya dilaksanakan kegiatan seleksi dan penilaian arsip untuk menentukan mana arsip yang perlu disimpan sebagai asrip aktif, arsip inaktif, usul musnah dan usul untuk diserahkan.

(7) Penyusunan Daftar Arsip yang Di Simpan, Dimusnahkan, dan Diserahkan

Hasil dari kegiatan seleksi dan penilaian arsip – arsip di atas adalah tersusunnya daftar arsip yang akan disimpan, diusulkan musnah, dan diusulkan untuk diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia atau Badan Kearsipan Daerah.

(8) Pelaksanaan Penyusutan

Pelaksanaan penyusutan dalam konteks ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis. Kegiatan pemusnahan arsip khusus untuk arsip – arsip yang disusutkan tidak berdasarkan JRA maka pembedaannya arsip yang retensinya 10 tahun kurang atau lebih tidak berlaku.
